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Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuarlgan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran pend,apatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2a26, maka berdasarkan pasal 4
ayat {3) dan ayat {a} huruf b peraturan pemerintah Nomor 12 Tahua
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor TT Tahun zaza tentang pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, tsupati selaku Kepala Daerah setragai
Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah perlu
melimpahkan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kepatra naerah
selaku Kepala Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah sebagai pejabat pengelola Keuangan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

tt. bahwa berdasarkan pertimbangan sebragaimana dimaksud huruf a,
periu menetapkan Keputusan Bupati tentang pelimpahan Kekuasaan
Pengelolaan Keuangal Daerah Dari Kepala Daerah Kepada sKpKD
Kepala Bad,an Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat
selaku Pejatrat Pengelola Keuangan Daerah {ppKD} Dalarn
Melaksanakan Fungsinya selaku Bendahara umum Daerah {BUD} di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2426.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomnr 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1gs7 tentang pembentukan Daerah*
daerah Swatantra Tingkat II Dalarn Wiiayah Daerah Swatantra Tingkat
I Maluku menjadi Undang*undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi
Maluku utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, sebagaimana Telah Diubah Dengan undang-und.ang Nomcr 6
Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halrnahera utara, Kabupaten Halmahera $elatan,
Kabupaten Kepulauan sula, Kalrupaten F{armahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di F\'ovinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 1? Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5' Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara;
S. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-und,ang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2A23 tentang Aparatur Sipil Negara;
9- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
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10. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1'2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2A2L tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun ZAVr
tentang Pembentukan dan Susur:an Perangkat Daerah Katrupaten
Halmahera Barat;

13. Feraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A22
tentang Fengelolaan Keuangan Daerah;

t4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2A23 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Katrupaten
Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2A25
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

15. Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor Tahun 2A25 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAIY:

Melimpahkan Kekuasaan Pengeloiaan Keuangan Daerah Dari Kepala
Daerah Kepada SKPKD Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Hahnahera Barat Selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) Dalam Melaksanakan Fungsinya Selaku Bendahara
Umum Daerah {BUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A26.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, SKPKD selaku
PPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan

Daerah;
b" Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangarl Perda

tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD ;

c" Melaksanakan fungsi BUD; dan
d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peratura*

perundang-undangan; dan
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pelimpatran sebagaimana dirnaksud Dikturn Kesatu, PPKD selaku BUD
berrvenang:
a" Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. Mengesahkan DPA-SKPD;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan darr

pengeluaran kas daerah;
e" Meaetapkan SPD;
f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemirerian jaminan atas

na-rna Pemerintah Daerah;
g. h{etraksanakal sistem akuntansi dan pelapeiran Keuangan Daerah;
h. Menyqjikan informasi keuangan daerah;
i. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalarn hal penerimaan d*n

Pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah; dan
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j. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Ketiga,
PPKD memiliki kewenangan lain, yaitu :

Mengelola investasi;
Menetapkan anggaran kas;
Melakukan perntlayaran melalui penerbitan SP2D ;

Membuka rekening Kas Umum Daerah;
Membuka rekening penerimaan;
Membuka rekening pengeluaran; dan

g. Menyusun laporan keuangan yang
pertanggungj awaban pelaksanaan AFBD.

merupakan

Peiimpahan wewenartg setragaimana dimaksud Diktum Kesatu, Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah iPPKD) trertanggungjawab penuh
atas Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundalg-
undangan yang berlaku.

Penunjukan dal Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalar:r
Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentuan Peratural
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keualgal
Daerah dan Peratu,ran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 242{}
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan
Perundang- undangan lainnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapka.n di :

pada tanggal :

Jailolo
Zfi26.7

BUPA?I EAR&?,

?qllrbrrssn ; disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2, GuLrernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4" Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Ba-rat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Eko & Pembangunar

Kabag. Hukum & Orgs


